
Belanja Hibah- Anggaran Pilkada Tahap II KPU Selayar Tertahan gegara 
Dokumen Bermasalah

Sumber gambar:

https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7373310/anggaran-pilkada-tahap-ii-kpu-selayar-tertahan-gegara-dokumen-
bermasalah

Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kepulauan Selayar menyebut  anggaran 
pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 untuk tahap II belum cair. Anggaran 
tertahan lantaran adanya kesalahan teknis pada dokumen administrasi syarat 
pencairan.

"Yang tahap I itu Rp 6,4 miliar atau 25 persen dari total anggaran yang NPHD-
kan (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Sisanya itu (tahap II) sampai saat ini 
kami sudah melakukan pengajuan pencairan," ujar Ketua KPU Selayar Andi 
Dewantara kepada detikSulsel, Minggu (2/6/2024).

Dewantara mengungkapkan bahwa sesuai NPHD, KPU Selayar mendapatkan 
anggaran Rp 25,7 miliar dari pemerintah daerah. Besaran anggaran itu, kata 
dia, akan dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap I sudah cair 100 persen, 
sedangkan tahap II Rp 19,3 miliar semestinya akan cair Juni ini.

"Tetapi, karena beberapa hal teknis, sebenarnya hal sepele, sih, karena ada 
yang  tidak  bermaterai  dokumennya  sehingga  butuh  diulang.  Itu  kembali 
dilakukan revisi sehingga sampai saat ini belum cair. Tahap I sudah cair 100 
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persen di tahun lalu. Untuk tahap II ini, kan, seharusnya memang di 2024 ini 
cair," katanya.

Sesuai  regulasi,  kata  dia,  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 
(Permendagri)  Nomor 54 Tahun 2019,  seharusnya anggaran untuk tahap II 
cair  enam  bulan  sebelum  pelaksanaan  pilkada  yang  akan  berlangsung  27 
November 2024 nanti.

"Paling  lambat  dikatakan  Permendagri  Nomor  54  enam  bulan  sebelum 
pelaksanaan Pilkada 2024. Berarti bulan ini kalau tidak salah," ucapnya.

Dewantara berharap pencairan anggaran tahap II sesuai jadwal. Menurutnya, 
keterlambatan pencairan akan berpengaruh pada seluruh aspek dan tahapan 
yang membutuhkan biaya.

"Kalau  misalnya  pencairannya  ini  agak  lambat,  maka  pastilah  akan 
berpengaruh.  Makanya,  di  dalam  Permendagri  itu  diatur  bahwa  enam 
sebelum pemilihan agar semua proses ini  bisa berjalan dengan baik.  Kami 
sudah menyusun, begitu kami terima ini anggaran, kami langsung melakukan 
pendistribusian," tuturnya.

Menurut  Dewantara,  saat  ini  kas  KPU  Selayar  masih  aman  dengan 
mengandalkan anggaran tahap I. Biar begitu, pihaknya tetap berharap agar 
anggaran tahap II secepatnya kucur. Terlebih saat ini badan ad hoc pilkada 
telah  terbentuk,  yakni  panitia  pemilihan  kecamatan  (PPK)  dan  panitia 
pemungutan suara (PPS).

"Kami berharap untuk segera berada di dalam rekening kami. Harapannya 
seperti itu karena begitu semua perangkat infrastruktur penyelenggara sudah 
ready, maka sudah langsung didistribusikan. Tidak mungkin juga anggaran 
tahap I yang Rp 6,9 miliar itu kami distribusikan, kan," bebernya.

Sementara  itu,  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  (Kesbangpol) 
Selayar  Andi  Daeng  mengungkapkan  permohonan  KPU  untuk  pencairan 
tahap II sebenarnya sudah masuk. Hanya, kata dia, berkas yang dimasukkan 
ditemukan beberapa kesalahan.

"Banyak yang salah-salah. Dimulai dari SKTJM (Surat Keterangan Tanggung 
Jawab Mutlak) yang seharusnya ada anggarannya di situ tampak berapa, tapi 
di SKTJM-nya dia tidak ada. Kemudian, pakta integritas itu salah ketik, bukan 
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Kabupaten  Selayar,  tapi  Kabupaten  Takalar,"  jelas  Andi  Daeng  kepada 
detikSulsel, Rabu (4/6/).

Andi  Daeng  melanjutkan  bahwa  KPU  juga  mesti  menyertakan  laporan 
realisasi  penggunaan  anggaran  tahap  I  untuk  pencairan  tahap  II.  Namun, 
hingga saat ini KPU belum menyerahkannya.

"Yang harus  dipenuhi  adalah,  sebagaimana yang tertuang di  NPHD,  ketika 
mau pencairan  tahap  II,  minimal  harus  ada  laporan  realisasi  penggunaan 
tahap I. Itu belum ada. Itu belum masuk sampai sekarang," terangnya.

Kesbangpol, kata dia, akan mengupayakan pencairan anggaran tahap II sesuai 
jadwal  yang tenggat  waktunya sampai  27  Juni  nanti.  Dengan catatan,  KPU 
telah  memperbaiki  dan  memenuhi  persyaratan  administrasi  yang 
dibutuhkan.

"Secara aturan,  tahap II  itu deadline-nya 27 Juni.  Paling lambat.  Jadi,  kami 
akan upayakan sebelum itu," katanya.

Adapun dalam hal tersebut, Daerah Diultimatum Tuntaskan Anggaran Pilkada

Artikel  ini  melaporkan adanya  ultimatum dari  Kementerian  Dalam Negeri 
(Kemendagri) kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Ultimatum ini 
terkait  dengan  penyelesaian  anggaran  untuk  penyelenggaraan  pemilihan 
kepala daerah (pilkada).

Tenggat Waktu: Kemendagri menetapkan batas waktu hingga tanggal 9 Juli 
2024 bagi daerah-daerah untuk menyelesaikan proses pencarian dana hibah 
untuk pilkada.

Tindakan  tegas:  Jika  pada  tanggal  tersebut  masih  ada  daerah  yang  belum 
mencairkan  sisa  alokasi  anggaran  pilkada,  Kemendagri  mengancam  akan 
menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut.

Tujuan ultimatum: Ultimatum ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses 
penyelenggaraan  pilkada  dapat  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan  jadwal 
yang telah ditetapkan.

Kemendagri  sangat  serius  dalam  mengawasi  proses  penyiapan  anggaran 
pilkada  di  seluruh  daerah.  Ultimatum  yang  diberikan  menunjukkan 
komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan 
dengan baik dan tidak terkendala oleh masalah finansial.
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Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 63 yang menyatakan:

(1)   Belanja   bantuan   sosial  sebagaimana  dimaksud    dalam Pasal 56 ayat 
(1)   huruf  f  digunakan  untuk  menganggarkan  pemberian  bantuan  berupa 
uang  dan/  atau  barang  kepada  individu,  keluarga,    kelompok   dan/atau 
masyarakat  yang sifatnya  tidak   secara  terus   menerus  dan  selektif yang 
bertujuan  untuk  melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko   sosial, 
kecuali  dalam  keadaan   tertentu   dapat berkelanjutan. 

(2)   Keadaan     tertentu    dapat   berkelanjutan     sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  ( 1)  diartikan  bahwa  bantuan   sosial dapat  diberikan setiap 
tahun  anggaran  sampai penerima bantuan telah lepas  dari resiko sosial.

(3)    Belanja   bantuan   sosial  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (  1) 
dianggarkan  dalam APBD  sesuai dengan  kemampuan Keuangan   Daerah 
setelah   memprioritaskan   pemenuhan belanja     Urusan      Pemerintahan 
Wajib     dan    Urusan Pemerintahan    Pilihan,    kecuali   ditentukan   lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

( 1)   Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah 
mengenai hak  yang diperoleh oleh   pihak  yang menagih.

(2)    Pengeluaran  kas  yang  mengakibatkan   Behan   APBD   tidak  dapat 
dilakukan  sebelum  rancangan  Perda   tentang   APBD  ditetapkan  dan 
diundangkan dalam lembaran daerah.
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(3)    Pengeluaran   kas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (2)  tidak 
termasuk  pengeluaran  keadaan  darurat   dan/atau keperluan  mendesak 
sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.

lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 
yang menyatakan: 

a.   PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara  pengeluaran kepada kepala 
daerah.

b.   Kepala    daerah    menetapkan    Bendahara    Pengeluaran    untuk 
melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan  anggaran 
belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c.  Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP 
TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan  pembayaran  dari  UP,  GU,  dan  TU  yang dikelolanya;

4)  menolak  perintah  bayar  dari  PA  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

5)     meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA 
dan    laporan    pertanggungjawaban    secara fungsional kepada BUD secara 
periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

d.    Selain     tugas     dan     wewenang,     Bendahara     Pengeluaran 
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik 
dari bank;
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

5



4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau 
hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5)  menyiapkan  dokumen  surat  tanda  setoran  atas  pengembalian  belanja 
akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 

yang melaksanakan fungsi BUD.

e.  Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah 
atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f.  Penetapan   Bendahara   pengeluaran   pembantu   didasarkan   atas 
pertimbangan:

1)    besaran anggaran;

2)    rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

1)    mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

5)  menolak  perintah  bayar  dari  KPA  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7)  memungut  dan  menyetorkan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan; dan

8)  membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara  administratif  kepada
KPA   dan   laporan   pertanggungjawaban   secara fungsional kepada 

Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h.    Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki 
tugas dan wewenang lainnya meliputi:
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1)  melakukan rekonsiliasi  dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik; 

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik 
dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau 
hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

5)    menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja 
akibat  koreksi  atau  hasil  pemeriksaan  internal  dan  eksternal  pada  tahun 
berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai 
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepala  daerah 
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

j.     Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang 
setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara     Pengeluaran     Pembantu     secara     administratif 
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

l.      Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu  dan 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

m. Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  administratif 
dengan membuat     laporan     pertanggungjawaban     secara administratif 
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

n.     Bendahara   Pengeluaran   pembantu  bertanggung   jawab  secara 
administratif  dengan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  secara 
administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o.    Bendahara  Pengeluaran  bertanggung  jawab  secara  fungsional  dengan 
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

atas  pengeluaran  pada  SKPD  dan  disampaikan  kepada  PPKD selaku BUD.

p. Bendahara   Pengeluaran   pembantu   bertanggung   jawab   secara 
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
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atas  pengeluaran  pada  unit  SKPD  dan  disampaikan  kepada  Bendahara 
Pengeluaran.

q. Kepala  SKPD  atas  usul  Bendahara  Pengeluaran  dapat  menetapkan 
pegawai  yang  bertugas  membantu  Bendahara  Pengeluaran  untuk 
meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  belanja  dan/atau  pengeluaran 
pembiayaan.

r. Pegawai    yang   bertugas    membantu   Bendahara   Pengeluaran 
melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sesuai  dengan  lingkup penugasan 
yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai   yang   membantu   Bendahara   Pengeluaran   bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t.     Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan  aktivitas  perdagangan,  pekerjaan  pemborongan,  dan 
penjualan jasa;

2)  bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan 
jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas 
nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

4) larangan  berlaku  juga  terhadap  Bendahara  Penerimaan Pembantu, 
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan   bagi   Bendahara   Penerimaan,   Bendahara   Penerimaan 
Pembantu,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Bendahara  Pengeluaran  Pembantu 
dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atauaktivitas 
lainnya  yang  berkaitan  langsung  dengan pelaksanaan APBD.

lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 
yang  menyatakan:

9.    Pengeluaran  Daerah  yang  dianggarkan  dalam  APBD  merupakan  
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas 
Penerimaan  Daerah  dalam  jumlah  yang  cukup.
10.   Setiap  Pengeluaran  Daerah  harus  memiliki   dasar  hukum  yang  
melandasinya.
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11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara 
bruto dalam APBD. 
lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77 
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 
yang  menyatakan:

1) Belanja  bantuan  sosial  digunakan  untuk  menganggarkan pemberian 
bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif 
yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, 
kecuali  dalam  keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan.
2)     Risiko  sosial  adalah  kejadian  atau  peristiwa  yang  merupakan  
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau 
bencana  alam  yang  jika  tidak  diberikan  belanja   bantuan   sosial   akan 
semakin   terpuruk  dan  tidak  dapat  hidup  dalam  kondisi  wajar.
3) Keadaan  tertentu   dapat  berkelanjutan  diartikan  bahwa bantuan sosial 
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas 
dari  resiko  sosial.
4)  Belanja   bantuan   sosial   dianggarkan   dalam   APBD   sesuai  dengan 
kemampuan      Keuangan      Daerah      setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja  Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan  Urusan  Pemerintahan  Pilihan, 
kecuali  ditentukan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- 
undangan.
5)     Anggota/kelompok  masyarakat  meliputi:
a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko 
sosial;  atau
b) lembaga    non    pemerintahan    bidang    pendidikan, keagamaan, dan 
bidang  lain  yang  berperan  untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau 
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko 
sosial.
6)     Bantuan   sosial   berupa   uang   kepada   individu,   keluarga,  
kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak 
dapat  direncanakan  sebelumnya.
7)  Bantuan   sosial   berupa   uang   adalah   uang   yang   diberikan  secara 
langsung  kepada  penerima  seperti  beasiswa  bagi  anak  miskin,  yayasan 
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat 
berat  dan  tunjangan  kesehatan  putra  putri  pahlawan  yang  tidak  mampu.
8)  Bantuan  sosial  berupa  barang  adalah  barang  yang  diberikan  secara 
langsung  kepada  penerima  seperti  bantuan  kendaraan  operasional  untuk 
sekolah  luar  biasa  swasta  dan  masyarakat  tidak  mampu,  bantuan  perahu 
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untuk nelayan miskin,  bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna 
sosial,  ternak  bagi  kelompok  masyarakat  kurang  mampu.
9)  Bantuan   sosial   yang   direncanakan   dialokasikan   kepada  individu, 
keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat  yang  sudah  jelas  nama,  alamat 
penerima  dan  besarannya  pada  saat  penyusunan  APBD.
10)   Bantuan  sosial  yang  direncanakan  berdasarkan  usulan  dari  calon 
penerima  dan/atau  atas  usulan  kepala  SKPD.
11)  Penganggaran  belanja  bantuan  sosial  yang  direncanakan  dianggarkan 
pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 
objek  pada  program,  kegiatan,  dan  sub  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan 
fungsi  perangkat  daerah  terkait.
12)  Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan 
untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan 
risiko sosial yang lebih besar    bagi    individu    dan/atau    keluarga    yang 
bersangkutan.
13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak 
melebihi  pagu  alokasi  anggaran  yang  direncanakan.
14)  Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
dianggarkan  dalam  Belanja  Tidak  Terduga.
15)  Usulan permintaan atas  bantuan sosial  yang tidak dapat  direncanakan 
sebelumnya  dilakukan  oleh  SKPD  terkait.
16)   Bantuan  sosial  memenuhi  kriteria  paling  sedikit:  
a)  selektif  diartikan  bahwa  bantuan  sosial  hanya  diberikan  kepada  calon 
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
b) memenuhi  persyaratan  penerima  bantuan  diartikan memiliki identitas 
kependudukan    sesuai    ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
c)     bersifat   sementara   dan   tidak   terus   menerus,   kecuali  
dalam  keadaan  tertentu  dapat  berkelanjutan  diartikan  bahwa  pemberian 
bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran 
dan keadaan tertentu dapat  berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial 
dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas 
dari  risiko  sosial;  dan
d) sesuai  tujuan  penggunaan  diartikan  bahwa  tujuan pemberian bantuan 
sosial  meliputi:
(1)   rehabilitasi sosial  ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan  seseorang  yang  mengalami  disfungsi  sosial  agar  dapat 
melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar.
(2)   perlindungan sosial  ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko 
dari  guncangan  dan  kerentanan  sosial  seseorang,  keluarga,  kelompok 
masyarakat  agar  kelangsungan  hidupnya  dapat  dipenuhi  sesuai  dengan 
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kebutuhan  dasar  minimal.  
(3)    pemberdayaan  sosial  ditujukan  untuk  menjadikan  seseorang  atau 
kelompok masyarakat  yang mengalami  masalah sosial   mempunyai   daya, 
sehingga   mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.
(4)    jaminan  sosial  merupakan  skema  yang  melembaga  untuk  menjamin 
penerima bantuan agar  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar  hidupnya  yang 
layak.
(5)    penanggulangan kemiskinan.merupakan kebijakan,  program,  kegiatan 
dan  sub  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  orang,  keluarga,  kelompok 
masyarakat  yang  tidak  mempunyai  atau  mempunyai  sumber  mata 
pencaharian  dan  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  layak  bagi 
kemanusiaan.
(6)   penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk  rehabilitasi.
(7)  Anggota/kelompok   masyarakat   menyampaikan   usulan  tertulis  atas 
bantuan sosial  yang  direncanakan kepada  kepala  daerah  melalui     SKPD 
sesuai     dengan     urusan     dan  kewenangannya.
(8)  Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material 
atas  penggunaan  bantuan  sosial  yang  diterimanya.

(9)  Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban  serta  monitoring  dan  evaluasi  bantuan  sosial  diatur 
lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
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